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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2OT9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2A06 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA GUNUNG JAMBAT KECAMATAN MIDAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan da:r kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kabupaten Natuna, Pemerintah

Kabupaten Natuna secara bertahap telah melaksanakan

Kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas

Wilayah;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2079 di Kecamatan Midai terdapat perbedaan Luas dan

batas Wilayah Desa Gunung Jambat Kecamatah Midai

dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daeratr Nomor

2l Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Gunung

Jambat Kecamatan Midai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanh

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penrbahan Atas Peraturan

a.

b.
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Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Desa Gunung Jambat Kecamatan Midai.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

+2371;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mengingat :

2.

1.

3.

4.

5.
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6.

7.

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2ltl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (

l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

8.

9.

10.
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11.

12.

13.
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sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AI1-

tentang Perubahan Kedua Atas Peratrrran Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2OL6

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OtT

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun

2006 tentang Pembenhrkan Desa Gunung Jambat

Kecamatan Midai (I*mbaran Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2006 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Nahrna Nomor 14 Tahun

2OI4 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran

Batubi,Kecamatan hrlau Tiga Barat dan Kecamatan

Suak Midai.

Dengan Persetujuan Bersama

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN

2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA GUNUNG JAMBAT

KECAMATAN MIDAI.

14.

DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perahrran Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 2 L Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa

Gunung Jambat Kecamatan Midai (kmbaran Daerah

Kabupaten Nahrna Tahun 2006 Nomor 21), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Desa Gunung Jambat terbentuk dari Pemekaran

Desa Batu Belanak Kecamatan atas prakarsa

masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat.

Luas wilayah Desa Gunung Jambat adalah +

666,232 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bahr

Belanak;

- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Batu

Belanak dan Desa Air Kumpai;

- Sebelah Selatan berbatas dengan L,aut dan

Desa Sebelat;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa

Sebelat.

Peta Wilayah Desa Gunung Jambat Kecamatan

Midai sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Desa Gunung Jambat berkedudukan di Kecamatan Suak

Midai.

(1)

(21

(3)



Pasai Ii

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap oranag rnengetahuinyra, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
l^1^- r ^*1^^-^- T\^^-^1^ Iz^l^---^+^- I\r^&--^
Ll€LlCLl,II rrv t L t W Al A! L LJ AC L aA-l I Air, lJ Lf ya, LEI I I I ar. L tJlra1'.

Diietapkan di Ranai

pada tanggal 3l M?rt'ibr bg

Diundangkan di Ranai

pada tarrggal 3l pemwtf,6 2AP

i

/ dFttntffiAntd hlrnirr
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KABUPATEN NATUNA,
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Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
NomorSZTahurr 2019

PETA DESA GUNUNG JAMBAT
Xode Wilayah : 21.03.22.2003

SKALA 1:6.000I

;:l;fl#,::
ffi
w

...................... Univecal Transve6e Mercator

...................... Gnd Geogaafr dan Gdd tJniversl Transverse Mercator Zona 48N

...................... sRGl 2013

OIBUAI OAN DITERAIIKAN OtEA,
PEMERINIAH KAAUPAIEN NAIUNA
.Jl Bnrr S's,r Bold A',,. Raoar Nil!n, 29783. krdonesia
e CoPyr:qhr i0 18. A| Rrghts R.s€rved

LEGEilOA

Satas Administrasl

-.-.-,-. Babs Desa/Kelurahan Ubma Sepakat

-...- - Eabs Kffimahn
--. -- Batas Desa/Kelurahan

. ItikKadomebik

Topnlm, Fasilibs Umum, dan Bangunan Lainnya
. ItikTomnim

DafrarTi6I bdometdk

NomorTitik Kartometrik Buiur Lintang

lK 21.03.04.2001-22 2003-001 107', 4d 40,17' E 3" o',5,70" N

IX 21_03 04.2001-22.2009002 107', 4g 43,41" E 2', 59 45,35" N

TK 21.03.04.2001 22.2003-003 tOZ" aO',SO,gt" e 2" 59 37,87" N

TK 21 03.04 2001-22 2001004 107" 46'59,71. E 2'59 28,23" N

TK 21.03.04.2001 -22.2003-005 '107', 4/ B, BB' E 2' 59' 1 1,00. N

rx zr-os.oa.z00r-z.2ooiooi tnt" ti tt,ss i 2' 5s 21,92 N

rx 21.03.04.2001-22.2001006 1A7', 4T 8,22" E 2', 59 3,99' N

IK?103u.-20A1-22.2001-22.2003{00 107"46.4198"t 3'0 t2,83',N

IK 21.03 04.2001-22.2003-008 107', 47', 52.00" E 2' 58'57.3r N

rK n 03 22.2tfiU22.2402-OM 107" 48', 8.79" E 2', 58 57.56' N

1K21.03.22.2u0t22.2002-O03 107', 47 55,21" E 2'5s 35.57" N

lK ?1.03.222|0?-22.2002-002 107" 4A 8.00" E 2" 5s 43.59' N

1K210322.200}22.2002-001 107'4731,44',E 3'1'0,49'N
xzt.ozii.zoot-zz.2oor222ao2-oao fii aa; qasr F 3'o'17,29" N

Sumber Peb : - Dab Digibl Bah Wihyah Adminisra6i Desa/Kelurahan hasil Oelineasi Babs fts
/Kelurahan $€ra kadmetik

- Cjta Sateli{ RsolusiTinggi Basemp Esi
- Dah Garis pantais*at dta salelit Basemap Esai

- Deb Digital Peta Rupabui lndonesb, Skala 1 : 50.000
dan Topnim - Badan lnformasi Gmsp6ial, edisi lahun 2017

RtuFt peb Pela Oesa/Kelurahan ini di buat mengqunakan Dab Digital Batas wilayah
fuministasi Desa hasil Delineasi Babs Degfrdurahil s@m kadometdk
tahun 2019 . yang di tamdlkan di das dta stelit resolusi tnqgi- Peb ini
mffiilik kualitas sumberdab *ala besryary dilayNt leb,h k@ildan skala
*namya akibatfaktd keterbalasan maksimd ukuran ketus.

Disctaimer : Balas Ba ditadk di abs cltra salelit.e$lusi tinggi yang belum dilakubn
offioraffikasi ch- Te*ait *etel:tien dab batas dapat disempumakan
*nqan melakukan pen{akan citra sateljt dan melakukan Edelineasi
Mdaerkan hasil kesepakabn dan garis balas yang telah ditoat di peb ini

ABDUL HAMID RlZAtl


